







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pekerja/buruh 
tetap mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima hal ini diperkuat juga 
dengan hasil putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. Bangun Wenang 
Baverages Company (BWBC) harus memberikan hak seluruh pekerja / buruh 
yang tidak dibayarkan walaupun memang pada kenyataannya sampai saat ini 
belum adanya realisasi kepada pihak pekerja / buruh putusan pengadilan tersebut. 
Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 156 ayat satu (1) Undang – Undang No. 13 
Tahun 2003 yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, 
pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang peghargaan masa 
kerja dan atau penggantian hak yang seharusnya diterima”. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran agar 
di masa yang akan datang para pembuat undang-undang juga lebih 
memperhatikan lagi kepentingan - kepentingan dari pekerja/buruh dan tidak 
membuat undang-undang yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak 
penafsiran khususnya dalam hukum acara mengenai kewenangan dari suatu badan 
peradilan untuk mengadili suatu perkara, mengingat dalam hukum acara di 
Indonesia apabila suatu perkara diajukan kepada badan peradilan yang tidak 




diterima tanpa memeriksa lagi terhadap substansi perkaranya, sehingga akan 
berakibat terhadap gagalnya penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu dengan 
adanya kewenangan yang jelas dari badan peradilan yang akan menangani suatu 
perkara juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada karyawan 
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